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ABSTRAK 

 
Keamanan dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis yang 

memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat beraktivitas dengan damai 

dan tertib. Kondisi lingkungan yang aman, tenteram, dan tertib merupakan dambaan 

setiap masyarakat karena memungkinkan masyarakat dapat beraktivitas hidup normal. 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di 

Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini 

yaitu implementasi peraturan daerah kabupaten deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 

tentang ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten deli Serdang implementasi 

peraturan daerah kabupaten deli Serdang nomo 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan 

ketertiban umum di kabupaten deli Serdang masih kurang terlealisasikan secara 

optimal sesuai dengan apa yang di tetapkan, masih adanya hambatan yang di temukan. 

Hal ini dapat terlihat seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran 

hukum di Masyarakat, serta adanya keterbatasan dalam penegakan hukum. . Dan ada 

juga beberapa hambatan yang mungkin di hadapi yaitu kurangnya peralatan. 

 

Kata Kunci : Implementasi, ketentraman, ketertiban umum 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 
Masalah keamanan merupakan kebutuhan dasar yang selalu diharapkan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat 

sungguh-sungguh mendambakan jaminan akan terlindunginya dari segala 

bentuk tindakan dan ancaman yang dilakukan oleh perorangan atau pihak 

tertentu lainnya yang menimbulkan hal-hal merugikan tatanan kehidupan 

bermasyarakat. 

Keamanan dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis 

yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat beraktivitas 

dengan damai dan tertib. Kondisi lingkungan yang aman, tenteram, dan tertib 

merupakan dambaan setiap masyarakat karena memungkinkan masyarakat 

dapat beraktivitas hidup normal. Menciptakan situasi seperti itu tidaklah 

mudah. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban selalu terjadi dalam 

kehidupan masyarakat dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal. 

Hal ini disebabkan oleh pengaruh kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 

serta pengagungan politik. Ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat 

penting dan menentukan kelancaran jalannya pemerintahan, terselenggaranya 

dan berkembangnya ketentraman masyarakat setempat serta pemajuan agar 

tercapai tujuan pembangunan yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat. 
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Tugas menjaga perdamaian dan ketertiban merupakan tanggung jawab seluruh 

lapisan masyarakat 

Jalan merupakan suatu infrastruktur yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Industri 

merupakan salah satu pendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. 

Perkembangan industri telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini tidak lepas dari program magister 

pemerintah dan daerah. Transportasi tentu diperlukan ketika memasarkan 

barang-barang industri. Jalan yang baik dapat mempercepat proses distribusi 

dari satu daerah ke daerah lain. 

Perkembangan industri ini meningkatkan kepadatan lalu lintas. 

Meningkatnya jumlah pabrik berarti jumlah kendaraan yang melintasi jalan 

tersebut juga meningkat. Salah satu jalan yang cukup ramai di Kabupaten Deli 

Serdang adalah jalan desa Dalu Sepuluh B menuju desa Dalu sepuluh A dan 

menuju jalan desa dagang Klambir. kendaraan truk truk besar ,konstruksi 

perumahan dan angkutan sektor industri melalui jalan desa Dalu Sepuluh B 

menuju desa Dalu sepuluh A Kabupaten Deli Serdang sehingga menyebabkan 

kerusakan pada jalan tersebut. Kerusakan aspal jalan yang cukup parah 

ditemukan di sepanjang jalan Desa Dalu sepuluh B hingga Desa Dalu sepuluh 

A, dan dari sana menuju Desa dagang Klambir. Kerusakan ini disebabkan oleh 

banyaknya kendaraan berat yang melebihi kapasitasnya di jalan tersebut, 

antara lain mobil, dump truck, dan truk pengangkut barang industri. Kendaraan 

tersebut dapat digolongkan sebagai kendaraan dengan muatan berlebih yang 
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dapat terbawa di jalan raya sehingga lambat laun menimbulkan kemacetan. 

sayang sekali Hal ini tentunya berdampak pada pengguna jalan serta 

lingkungan masyarakat sekitar jalan, mengingat jalan dari Desa Dalu sepuluh 

A menuju Desa Dalu sepuluh B dan dari sana menuju Desa dagang Klambir 

cukup padat lalu lintas. Kerusakan jalan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain yaitu volume beban jenis kendaraan. 

Peraturan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Deli Serdang 

sudah di atur dalam perturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketentram dan 

ketertiban umum yang terdapat pada pasal 52 ayat 4 yang sudah dijelaskan 

bahwa setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, batu,atau 

material lainnya wajib merawat dan menjaga kebersihan jalan. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan skripsi berjudul 

“ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 

2015 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Di Kabupaten Deli 

Serdang” 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan 

masalah penelitian yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli 

Serdang” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

 

a. Aspek teoritis, Penelitian ini adalah untuk mengetahuin bagaimana 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Deli Serdang. 

b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan acuan bagi mahasiswa maupun Lembaga Lembaga setempat. c. Aspek 

Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi pembaca serta 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

 
Pada Bab ini Mengemukakan Tentang Teori-Teori Yang Melandasi penelitian, 

yang akan menguraikan tentang Implementasi, dan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, 

Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis 

Data, Waktu Dan Lokasi Penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam Bab Ini yang akan di uraikan adalah penyajian data dan analisis hasil 

wawancara informasi atau narasumber. 

BAB V PENUTUP 

 
Pada Bab ini yang akan di uraikan adalah kesimpulan dan saran. 



 

 

 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Implementasi 
 

Menurut (Oktasari, 2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi 

merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu.Sesuatu tersebut dilakukan untuk 

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga- 

lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Menurut (Mulyadi, 2015:12), implementasi mengacu pada tindakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. 

Tindakan ini berusaha untuk mengubah Keputusan-keputusan tersebut menjadi 

pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau 

kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada 

hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi 

setelah program dilaksanakan. 

Menurut Widodo (Pratama,2013:230), menyatakan bahwa 

implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses 

kebijakan publik (public policy proces) sekaligus studi yang sangat crusial. 

Bersifat crusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak 

dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka 

tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. 
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Adapun pendapat lain yang menjelaskan implementasi kebijakan publik 

 

yaitu (Dwijowijoto, 2003) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik 

pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang 

dilakukan yaitu; a. langsung mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi b. 

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. 

Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi 

kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak 

Pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk 

mencapai .Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan 

kebijakan sebelumnya. 

Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014:53), “implementasi kebijakan 

publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi 

publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat 

dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Suatu 

keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak vaiabel atau 

faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Mulyadi (2016 : 28) 

mengemukakan bahwa agar implementasi kebijakan menjadi efektif Edward 

menyarankan untuk memperhatikan empat variabel yang berperan penting 
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dalam pencapaian keberhasilan implementasi, antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana 

program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan 

sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga 

dapat menghindari adanya distorsi (kesalah pahaman) atas kebijakan dan 

program. 

2. Sumber daya (Resources), yaitu menekankan setiap kebijakan harus 

didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas 

maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok 

sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah 

kebijakan/program. 

3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh 

implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang 

memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantarai 

hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor 

untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline 

kebijakan/program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias 

dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang 

demokratis dan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan 
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dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan rasa 

percaya dan kepedulian kelompok sasaran (masyarakat) terhadap implementor. 

4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting 

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal 

penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi dan pelaksana 

sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui 

standart operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program 

kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerang kerja yang jelas, sistematis, 

tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi 

acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus 

dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam 

program secara cepat. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu 

kegiatan atau tindakan yang terencana dengan strategi yang sesuai untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap penting 

dari kebijakan. Tahapan inilah yang menentukan apakah kebijakan yang 

diambil pemerintah benar-benar berjalan lancar dan sukses di 

lapangan.direncanak dan apakah mencapai tujuan yang direncanakan. 

2.2. Ketentraman Dan Ketertiban 

 

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya (2013) "suatu keadaan 

agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan 

teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan 

keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan 
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terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun 

bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organsiasi lainnya, dan dari bidang 

ekonomi dan keuangan." 

Sementara Labolo (2016) menjelaskan bahwa "Ketentraman dan ketertiban 

adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur 

sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan 

yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan 

kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya 

yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma- norma yang ada". 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di simpulkan bahwa ketentraman 

dan ketertiban merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Setelah keamanan terjalin untuk pertama kalinya, Anda bisa merasakan 

ketentraman . Ketika ketertiban ditegakkan dengan baik dan teratur, 

sekelompok orang dapat sepenuhnya merasakan dan menikmati kedamaian. 

Ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlukan untuk menjaga kondisi 

nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu. 

Ketentraman dan ketertiban umum adalah kondisi sosial di mana 

masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. 

Beberapa faktor yang memengaruhi ketentraman dan ketertiban umum 

meliputi: 

a. Hukum dan Peraturan: Penegakan hukum yang efektif dan adanya peraturan 

yang jelas membantu menjaga ketertiban. Ketidakjelasan atau ketidakadilan 
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dalam penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakpuasan dan gangguan 

ketertiban. 

b. Kehidupan Ekonomi: Kesejahteraan ekonomi masyarakat memainkan peran 

penting. Tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan dapat memicu 

kejahatan dan kerusuhan. 

c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Tingkat pendidikan yang tinggi dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dapat mendorong 

masyarakat untuk berperilaku tertib dan saling menghormati. 

d. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang bijaksana dan responsif dari 

pemerintah, termasuk penyediaan layanan publik yang memadai, dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan damai. 

e. Peran Aparat Keamanan: Keberadaan dan keefektifan aparat keamanan seperti 

polisi dan satuan pengaman lainnya dalam menjaga ketertiban dan menanggapi 

ancaman atau gangguan juga sangat berpengaruh. 

f. Kehidupan Sosial dan Budaya: Nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh 

masyarakat, seperti toleransi, gotong-royong, dan rasa kebersamaan, dapat 

mendukung ketentraman dan ketertiban. 

g. Kondisi Politik: Stabilitas politik juga berperan penting. Ketidakstabilan 

politik dapat menyebabkan konflik dan gangguan ketertiban umum. 

h. Media dan Informasi: Penyebaran informasi yang benar dan bertanggung 

jawab oleh media massa dan media sosial dapat membantu menjaga ketertiban. 

Sebaliknya, penyebaran hoaks dan informasi yang memprovokasi dapat 

memicu ketidakstabilan. 
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i. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan 

politik dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap 

ketertiban umum. 

Meningkatkan faktor-faktor ini dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang lebih aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup 

dengan lebih nyaman dan harmonis. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini iyalah 

dengan menggunakan motode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif. 

Menurut Siti Hajar, et al., (2022) metode deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai 

dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika fakta dan 

karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks 

fenomena secara keseluruhan. Analisa data dilakukan dengan analisis policy 

terhadap hasil wawancara, pengamatan atau observasi, pengumpulan data 

sekunder. 

Menurut Jehan Ridho Izharsyah, et al.,(2020) Pendekatan Deskriptif 

dengan analisis Kualitatif yaitu Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat. 

Menurut Agung Saputra et al., (2016) metode deskriptif kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti 

sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap 

konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
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Menurut Sugiyono (2018, hal. 7-9) Metode deskriptif kualitatif adalah 

metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme digunakan 

untuk memeriksa kondisi benda-benda alam (sebagai lawan dari adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci dari teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data sifatnya 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada 

makna daripada generalisasi. 

3.2. Kerangka Konsep 

 

Saat melaksanakan penelitian, kerangjka konsep dibuat untuk 

mempermudah peneliti dan memebuat evaluasi lebih sistematis. Selain itu, 

kerangka konsep juga merupakan upaya agar penelitian lebih fokus. 

Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 

Proses Implementasi 

Kebijakan Menurut Edward 

III (dalam Mulyadi 2016) : 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Desposisi 

4. Struktur birokrasi 

Terujudnya peraturan 

daerah dalam menjaga 

dan memelihara 

ketentraman  dan 

ketertiban umum 

Implementasi 

Ketertiban Dan 

Ketentraman 

Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2015 Tentang Ketertiban 

Dan Ketentraman Umum Di 

Kabupaten Deli Serdang 
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3.3. Definisi Konsep 

 
Adapun definisi konsep yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai 

 

berikut: 

 
a. Implementasi 

 

implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang terencana dengan 

strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Implementasi merupakan tahap penting dari kebijakan. Tahapan inilah yang 

menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar 

berjalan lancar dan sukses di lapangan.direncanak dan apakah mencapai 

tujuan yang direncanakan. 

b. Ketentraman dan Ketertiban 

 

ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Setelah keamanan terjalin untuk pertama kalinya, Anda bisa 

merasakan ketentraman . Ketika ketertiban ditegakkan dengan baik dan 

teratur, sekelompok orang dapat sepenuhnya merasakan dan menikmati 

kedamaian. Ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlukan untuk 

menjaga kondisi nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu. 

3.4. Kategorisasi 

 
Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu 

vaariabel penelitian sehingga dapat diketahuin dengan jelas apa yang menjadi 

kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, 

kategorisasi dalam penelitian ini adalah : 
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a. Komunikasi 

 

b. Sumber daya 

 

c. Desposisi 

 

d. Struktur birokrasi 

 
3.5. Informasi atau Narasumber 

 
Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, dan akan di analisis secara 

kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber . Adapun 

narasumber dari penelitian ini adalah : 

a. Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja 

Kab. Deli Serdang 

Nama      : Jumino ,S.E 

 

Alamat    : Jln. Negara No.1 Lubuk Pakam. 

 

Jabatan : Kabid Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 

Umur : 54 Tahun 

b. Seksi Operasi dan pengendalian satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 

Nama : Resmal Nainggolan 

Alamat : Jln. Negara No.1 Lubuk Pakam. 

Jabatan : Seksi Operasi dan pengendalian 

Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 

Umur : 43 Tahun 

c. Masyarakat Desa 
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Nama : zulfa 

 

Alamat : Desa Dalu Sepuluh B 

Jabatan : Masyarakat Desa 

Unit Kerja : Wiraswasta 

Umur 36 

 

d. Masyarakat Desa 

Nama : Sarah 

Alamat : Desa Dagang klambir 

Jabatan : Masyarakat Desa 

Unit Kerja : Ibu Rumah Tangga 

Umur  : 37 tahun 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 
Untuk memperoleh data dan informasi dari sumber, maka dalam 

penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Teknik pengumpulan data primer 

 

yaitu pengumpulan data secara langsung di tempat penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara sebagai alatnya. Wawancara adalah suatu 

metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara 

langsung kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang berkaitan 

dengan subjek penelitian. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang menggunakan catatan dan dokumen dari tempat penelitian dan sumber 

informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. 
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b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik yang dilakukan melalui 

penelitian kepustakaan terdiri atas: Penelitian kepustakaan, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam literatur seperti: 

dokumen, buku, karya ilmiah, laporan penelitian 

 

 
3.7. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan berupa catatan lapangan, 

gambar, dokumen, dan lain-lain, yang diperiksa kembali, disusun dan 

diurutkan. 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data. 

model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman, yaitu: 

a. Reduksi data Melalui reduksi data, seleksi mengidentifikasi isu-isu utama yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang mempertajam, mengarahkan, menghilangkan redundansi dan menatanya. 

b. Penyajian data Data yang disunting memberikan gambaran temuan yang lebih 

tajam dan memudahkan pencarian peneliti kapan saja. Penyajian data adalah 

kumpulan informasi terorganisir yang memberikan peluang untuk menarik 

kesimpulan dan mengambil tindakan. 

c. Membuat kesimpulan Mengambil keputusan adalah tahap akhir dari analisis 

data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi data 
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merupakan hal- hal yang saling berinteraksi sebelum, pada saat, dan sesudah 

pengumpulan data secara paralel, terpadu dan sinergis. 

3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

 
3.8.1. Waktu Penelitian 

 
Peneliti memulai penelitianya pada tanggal 08 mei – 23 mei 2024 pada 

waktu yang telah di tetapkan. 

3.8.2. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini di lakukan di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten 

deli Serdang. Lokasi penelitian di pilih karena menyesuaikan dengan informasi 

dalam penelitian ini. 

3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian 

 
3.9.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 

 
Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Kabupaten Deli Serdang Adalah 

organisasi perangkat daerah yang berfungsi untuk menegakan peraturan daerah 

( perda ) serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di wilayah 

kabupaten deli Serdang, Sumatera utara. 

Satpol pp kabupaten deli Serdang di bentuk berdasarkan peraturan daerah yang 

mengacu pada peraturan pemerintah pusat mengenai pembentukan satuan polisi 

pamong praja di seluruh Indonesia. Awal mula pembentukanya tidak terlepas 

dari kebutuhan akan sebuah Lembaga yang dapat menegakan peraturan daerah 

serta menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat. 
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Saat ini, satpol pp kabupaten deli Serdang berdiri sebagai institusi yang 

kokoh dengan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan 

struktur yang lebih modern dan sumber daya manusia yang terlatih, satpol pp 

berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan menegakan peraturan 

daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi 

Masyarakat deli Serdang. 

3.9.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 

Visi Satuan Polisi Pamong Praja 

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 

peraturan daerah yang professional dan berkeadilan di kabupaten Deli 

Serdang. 

Misi Satuan Polisi Pamong Praja 

 

a. Menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 

mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan 

daerah untuk mewujudkan Keputusan dan ketaatan Masyarakat. 

b. Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, 

mengadakan patrol rutin dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban 

umum serta mengedepankan Tindakan pencegahan. 

c. Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas apparat, mengadakan 

pelatihan dan peningkatan kemampuan personel satpol pp agar lebih 

professional dalam menjalankan tugas. 

d. Mambangun kemitraan dengan Masyarakat dan pemangku kepent 
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ingan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak termaksud 

Masyarakat, Lembaga, dan instansi, lain dalam rangka menciptakan 

lingkungan yang tertib dan aman. 

e. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, memberikan pelayanan 

yang cepat, tepat, dan ramah dalam menangani permasalahan ketertiban 

umum dan perlindungan Masyarakat. 

3.9.3. Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Deli Serdang 
 

 

 
Gambar 3.9.3. Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Deli Serdang 



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA 

 

 
 

4.1. Hasil Penelitian 

 
Dalam bab ini penulis menguraikan data-data yang di peroleh selama 

melakukan penelitian di bidang ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu data yang di peroleh melalui komunikasi langsung dengan narasumber 

yang berwewenang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dapat di 

ambil kesimpulanya. 

Pengumpulan data yang sangat di perlukan untuk menjawab beberapa 

permasalahan secara mendalam dan ada beberapa tahapan yang penulis lakukan 

yaitu: peneliti menjawab permasalhan yang akan di jawab, kemudian peneliti 

melakukan wawancara dengan empat orang infomasi penelitianya di antaranya 

2 orang pegawai satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang, dan 2 orang 

Masyarakat deli Serdang. 

4.1.1. Komunikasi 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak jumino 

selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 

10.00 WIB. Beliau mengatakan untuk saat ini komunikasi yang di lakukan oleh 

satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang yaitu penjelasan tentang 

mengapa beberapa Perusahaan tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang 
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mungkin di akibatkan oleh mereka di karenakan Perusahaan- Perusahaan 

tersebut sudah menyelesaikan persyaratan dalam pembukaan usaha sehingga 

mereka juga mempunyai ha katas jalan tersebut maka dari itu dari pihak-pihak 

Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut di 

karenakan itu adalah tanggung jawab pemerintah. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal 

Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 

11.30 WIB. Beliau menyampaikan bahwa komunikasi efektif merupakan elemen 

kunci dalam Upaya satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk 

mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang perduli terhadap perawatan 

jalan. Namun kesuksesan komunikasi ini tergantung pada seberapa efektif pesan 

pesan tersebut di sampaikan dan di terima oleh Masyarakat. Oleh karena itu dari 

pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang perlu terus 

mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasinya sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan Masyarakat setempat, selain itu kolaborasi non 

pemerintahan, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan dampak dari Upaya 

komunikasi tersebut. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku warga 

setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 20 

Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan bahwa kalau untuk 

menurut saya tentang komunikasi apa saja yang telah di lakukan oleh satuan 

polisi pamong praja kabupaten deli Serdang sehingga dapat di gunakan untuk 
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mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang perduli terhadap perawatan 

jalan di sini, saya berpendapat bahwa komunikasi yang di lakukan mungkin 

kurang efektif di karekan masih banyak perilaku perilaku pengguna jalan yang 

kurang peduli terhadap perawatan jalan, mungkin Sebagian mereka belum 

mengetahui tentang siapa saja penanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. 

Sehingga para Masyarakat hanya menyudutkan dari pihak Perusahaan di 

karenakan kerusakan kerusakan jalan tersebut di akibatkan oleh truk-truk yang 

berasal dari Perusahaan Perusahaan sekitar. 

dan untuk sosialisasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja 

kabupaten deli Serdang terkait implementasi tentang ketentraman dan ketertiban 

umum kepada Masyarakat, saya sedikit kurang tahu akan hal tersebut. Di 

karekan ada kemungkinan bahwa sosialisasi di sampaikan kepada para 

Perusahaan yang memiliki akses transportasi untuk mengangkut beberapa 

material yang di hasilkan oleh Perusahaan tersebut. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku warga 

setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 

20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa komunikasi 

yang sudah di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang 

mungkin menurut saya kurang efektif di karenakan masih banyak Masyarakat 

yang mengeluh atas kerusakan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan yang 

tidak peduli sama sekali tentang kerusakan tersebut. Terutama kerusakan jalan 

yang di akibatkan oleh beberapa truk truk yang bermuatan besar kemudian 

berlalulalang di jalan, sehingga membuat kerusakan yang cukup parah di jalan 
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tersebut. Dalam hal ini Masyarakat mengira bahwa komunikasi yang di lakukan 

oleh satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang belum cukup efektif itu 

untuk menurut saya. 

Kemudian untuk soal sosialisasi yang di lakukan oleh satuan polisi 

pamong praja kabupaten deli Serdang untuk ketentraman dan ketertiban umum 

kepada Masyarakat hamper mulai cukup baik karena saya melihat untuk 

beberapa anggota satuan polisi kabupaten deli Serdang yang langsun terjun ke 

Masyarakat untuk mensosialisasikan atau menghimbau tentang ketentraman dan 

ketertiban umum, sehingga membuat beberapa Masyarakat terlihat teratur di 

karenakan langsung di awasi dengan satuan polisi pamong praja kabupaten deli 

Serdang, namun untuk hal kerusakan jalan yang di akibatkan oleh pengguna 

jalan itu mungkin kurang tersosialisasikan karena saya sendiri masih banyak 

menemukan kerusakan kerusakan jalan yang sama sekali belum terbenahi, maka 

dari itu saya berpendapat jika dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten 

deli Serdang mungkin belum sepenuhnya mensosialisasikan tentang masalah 

tersebut kepada para pihak yang bertanggung jawab. 

4.1.2. Sumber daya 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak 

jumino selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi 

pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada 

pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan untuk fasilitas yang di dapat dari 

departemen atau badan yang bertanggung jawab atas perawatan jalan yang di 
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akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak merawat jalan tersebut, saya ulangin 

Kembali bahwa tidak semua perawatan jalan tersebut itu tanggung jawab dari 

Perusahaan Perusahaan sekitar, di karenakan para Perusahaan tersebut juga 

memiliki hak untuk melalui jalan tersebut karena mereka mengura bahwa 

mereka sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk membangun suatu 

perusahan sehingga mereka juga memiliki hak untuk menggunakan transportasi 

mereka di jalan tersebut, sehingga tidak semua kerusakan jalan yang di akibatkan 

oleh truk truk tersebut menjadi tanggung jawab mereka, justru itu menjadi 

tanggung jawab mereka terkecuali jika Perusahaan tersebut tidak memiliki izin 

maka dari itu tanggung jawab kerusakan jalan di tanggung oleh pengguna jalan 

yang merusak jalan tersebut, kemudian untuk siapa saja yang terlibat dalam 

proses implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban jalan yaitu 

tidak hanya dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang saja 

namun juga ada beberapa yang terlibat di antara nya adalah dinas perhubungan, 

dinas pupr dan pemerintah, kemudian untuk proses pengawasan yang di lakukan 

terkait implementasi kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban mungkin 

sudah kami lakukan contohnya untuk pengawasan doi pagian pasar yang 

mungkin menggangu ketentraman dan keteriban Masyarakat setempat akan hal 

itu kami menghimbau para anggota satuan polisi pamong praja kabupaten deli 

Serdang untuk langsung terjun ke lapangan guna untuk menghimbau Masyarakat 

agar tertib lalu lintas dan tidak membuat keonaran seperti melakukan lawan arus 

yang mengakibatkan beberapa pengguna jalan yang mungkin tidak nyaman. 
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Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal 

Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 

11.30 WIB. Beliau menyampaikan mungkin untuk pasilitas yang di dapat dari 

Perusahaan atau departemen setempat tidak sepenuh nya ada bahkan tidak selalu 

ada di karenakan mungkin mereka sudah memiliki izin membuka Perusahaan 

tersebut, sehingga memiliki hak untuk jalan tersebut. Maka dari itu kerusakan 

jalan tersebut bukanlah tanggung jawab mereka melaikan tanggung jawab dari 

pemerintah setempat, kemudian untuk proses implementasi yang terlibat bukan 

hanya dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang saja 

melainkan juga ada dinas perhubungan, dinas pupr serta pemerintah 

setempat,juga untuk proses pengawasan mungkin kami telah melakukan 

pengawasan semaksimal mungkin guna untuk menjaga ketentraman dan 

ketertiban umum. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku 

warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin 

tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan kalau menurut 

saya ya untuk fasilitas yang di dapat dari departemen atau badan sekitar atau 

seperti Perusahaan itu tidak semuanya ada karena Sebagian dari mereka juga 

tidak perduli akan kerusakan jalan tersebut, bahkan hanya beberapa saja yang 

mungkin berusaha untuk merapikan jalanya Kembali namun tidak semua jalan 

dapat di benahi keseluruhanya terus untuk dalam yang terlibat itu, mungkin 

pemerita, dan dinas perhubungan atau bahkan satuan polisi pamong praja juga 
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dan untuk proses pengawasan menurut saya masih kurang efektif ya karena tidak 

seluruh daerah kabupaten deli Serdang bisa di awasi semaksimal mungkin 

karena luasnya penduduk yang tidak sebanding dengan banyaknya anggota 

satuan polisi pamong praja di kabupaten deli Serdang. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku 

warga setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin 

tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan mungkin untuk 

fasilitas yang di dapat tidak banyak, ya bahkan hanya beberapa seperti hal nya 

dengan menimbun jalan tersebut dengan tanah atau bebatuan kemudian , 

menyiram beberapa bagian jalan yang mungkin banyak menghasilkan debu 

untuk lebih dari itu mungkin menurut saya tidak ada. Itu pun tidak semua jalan 

dapat di pertanggung jawabkan, dan masih ada juga beberapa jalan yang 

mungkin tidak di perdulikan sama sekali dari pihak Perusahaan dan untuk 

pengawasan dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang juga 

belum cukup efektif karena mungkin luasnya wilayah tidak sebanding dengan 

banyaknya anggota satuan polisi pamong praja, sehingga tidak semuanya merasa 

kan pengawasan yang cukup baik. 

4.1.3. Desposisi 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak 

jumino selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi 

pamong praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada 

pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan Kalau untuk proses implementasi 
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kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang 

sudah terjalan dijalankan sesuai dengan prosedur atau belum menurut saya 

mungki sudah karena di sini kami selaku dari kepengurusan satuan polisi 

pamong praja Kabupaten Deli Serdang selalu berupaya untuk menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan prosedur tersebut. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal 

Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 

11.30 WIB. Beliau menyampaikan Kalau menurut saya proses implementasi 

tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang sudah 

dijalankan sesuai dengan prosedur akan tetapi mungkin masih ada masyarakat 

atau beberapa diantara lainnya menganggap Kalau kami selaku petugas satuan 

polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melakukan 

proses implementasi tersebut sesuai dengan prosedur. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku 

warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin 

tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan Pendapat saya 

sebagai masyarakat desa untuk menilai Apakah mereka sudah melakukan proses 

implementasi tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak mungkin menurut saya 

Saya kurang tahu akan hal itu dikarenakan saya merasa untuk proses 

implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli 

Serdang masih ada beberapa yang mungkin belum terjalankan dikarenakan 

masih banyaknya juga masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut. 
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Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku 

warga setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin 

tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan Untuk pendapat 

saya akan hal ini saya hanya berpendapat bahwasanya tidak semua mereka 

jalankan sesuai prosedur atau belum semuanya mungkin bertahap dikarenakan 

juga masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan hal ketentraman dan 

ketertiban umum tersebut maka dari itu saya menyimpulkan bahwa dari pihak 

satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya 

menjalankan proses tersebut sesuai dengan prosedur. 

4.1.4. Struktur birokrasi 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada bapak jumino 

selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 

10.00 WIB. Beliau mengatakan satuan polisi pamong praja kabupaten deli 

Serdang menggunakan beberapa metode untuk mengukur kinerja individu dan 

tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang 

berlaku, seperti evaluasi regular berdasarkan pencapaian target kinerja yang di 

tetapkan. Pemantauan terhadap Pemantauan terhadap prosedur operasional 

standar (SOP), menganalisis laporan kegiatan harian atau bahkan bisa jadi 

mingguan, dan juga pengukuran tingkat kepatuhan dan kebijakan yang ada dan 

untuk masalah hambatan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia 

kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta keterbatasan dalam penegakan 

hukum. 
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Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Resmal 

Nainggolan selaku kepala seksi oprasi dan pengendalian satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 pada pukul 

11.30 WIB. Beliau menyampaikan Kalau untuk masalah tentang Kinerja 

individu tim dalam melakukan tugasnya, ini kan sudah ada perdanya maka dari 

itu dari pihak satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang harus 

mengikuti peraturan. Kita hanya sebatas menghimbau agar mereka dapat 

melakukan tugasnya secara profesional kemudian satuan polisi pamong praja 

Kabupaten Deli Serdang menilai keberhasilan untuk mencapai targetnya yang 

sesuai yaitu dengan menggunakan beberapa matriks seperti penurunan tingkat 

pelanggaran, partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, 

peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, serta evaluasi kinerja internal tim 

mereka. Ada juga beberapa hambatan yang mungkin kami hadapi yaitu 

kurangnya sumber daya manusia dan peralatan Selain itu kami juga telah 

melakukan upaya untuk mengatasi beberapa hambatan seperti melakukan atau 

menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tertib lalu lintas dan sebagainya. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu zulfa selaku 

warga setempat deda dalu sepuh B kabupaten deli Serdang pada hari senin 

tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 10.10 WIB. Beliau mengatakan Menurut saya 

kinerja yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang 

mungkin Lumayan baik karena mereka sudah pasti sudah menjalankan tugasnya 

dengan semaksimal mungkin, dan untuk beberapa upaya yang sudah dilakukan 

namun belum sepenuhnya karena saya merasa untuk soal ketentraman 
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masyarakat dalam hal kondisi jalan yang mungkin mengganggu masyarakat 

belum sepenuhnya terselesaikan. 

Begitu pula hasil wawancara yang di lakukan oleh ibu Sarah selaku warga 

setempat desa dagang klambir kabupaten deli Serdang pada hari senin tanggal 

20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan Pendapat saya dalam 

menilai kinerja tim dari satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang juga 

belum memuaskan dikarenakan masih banyaknya masalah jalan yang sangat 

mengganggu pengguna jalan, seperti halnya yang saya rasakan sendiri di mana 

banyaknya jalan rusak yang diakibatkan oleh mobil-mobil besar dari perusahaan 

dan mungkin mengganggu ketentraman Masyarakat. 

4.2. Pembahasa 

 
4.2.1. Komunikasi 

 
Menurut Edward III dalam Mulyadi ( 2016 : 28 ) komunikasi yang di 

maksudkan di sini adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana 

program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan 

sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga 

dapat menghindari adanya distorsi (kesalah pahaman) atas kebijakan dan 

program. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa satuan 

polisi pamong praja kabupaten deli Serdang bahwa komunikasi efektif 

merupakan elemen kunci dalam Upaya satuan polisi pamong praja kabupaten 
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deli Serdang untuk mengubah perilaku pengguna jalan yang kurang perduli 

terhadap perawatan jalan. Namun kesuksesan komunikasi ini tergantung pada 

seberapa efektif pesan pesan tersebut di sampaikan dan di terima oleh 

Masyarakat. Oleh karena itu dari pihak satuan polisi pamong praja kabupaten 

deli Serdang perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasinya 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Masyarakat setempat, selain itu 

kolaborasi non pemerintahan, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan 

dampak dari Upaya komunikasi tersebut. 

untuk saat ini komunikasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong 

praja kabupaten deli Serdang yaitu penjelasan tentang mengapa beberapa 

Perusahaan tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang mungkin di akibatkan 

oleh mereka di karenakan Perusahaan- Perusahaan tersebut sudah 

menyelesaikan persyaratan dalam pembukaan usaha sehingga mereka juga 

mempunyai ha katas jalan tersebut maka dari itu dari pihak-pihak Perusahaan 

tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut di karenakan itu 

adalah tanggung jawab pemerintah. 

4.2.2. Sumber daya 

 
Menurut Edward III dalam Mulyadi ( 2016 : 28 ) sumberdaya yang di 

maksudkan di sini adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh 

sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun 

kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. 
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Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah 

kebijakan/program. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa fasilitas 

yang di dapat dari departemen atau badan yang bertanggung jawab atas 

perawatan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan yang tidak merawat 

jalan tersebut, bahwa tidak semua perawatan jalan tersebut itu tanggung jawab 

dari Perusahaan Perusahaan sekitar, di karenakan para Perusahaan tersebut juga 

memiliki hak untuk melalui jalan tersebut karena mereka mengura bahwa 

mereka sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk membangun suatu 

perusahan sehingga mereka juga memiliki hak untuk menggunakan 

transportasi mereka di jalan tersebut, sehingga tidak semua kerusakan jalan 

yang di akibatkan oleh truk truk tersebut menjadi tanggung jawab mereka, 

justru itu menjadi tanggung jawab mereka terkecuali jika Perusahaan tersebut 

tidak memiliki izin maka dari itu tanggung jawab kerusakan jalan di tanggung 

oleh pengguna jalan yang merusak jalan tersebut, kemudian untuk siapa saja 

yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tentang ketentraman dan 

ketertiban jalan yaitu tidak hanya dari pihak satuan polisi pamong praja 

kabupaten deli Serdang saja namun juga ada beberapa yang terlibat di antara 

nya adalah dinas perhubungan, dinas pupr dan pemerintah. 

4.2.3. Desposisi 

 
Menurut Edward III dalam Mulyadi ( 2016 : 28 ) Desposisi yang di 

maksudkan di sini adalah menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh 
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implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang 

memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantarai 

hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor 

untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline 

kebijakan/program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias 

dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang 

demokratis dan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan 

dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan rasa 

percaya dan kepedulian kelompok sasaran (masyarakat) terhadap implementor 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa proses 

implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli 

Serdang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur akan tetapi mungkin masih 

ada masyarakat atau beberapa diantara lainnya menganggap kalau petugas 

satuan polisi pamong praja Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya 

melakukan proses implementasi tersebut sesuai dengan prosedur. 

 
4.2.4. Struktur birokrasi 

 
Menurut Edward III dalam Mulyadi ( 2016 : 28 ) Struktur birokrasi yang 

di maksudkan di sini adalah bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam 

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal 

penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi dan pelaksana 

sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui 

standart operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program 

kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerang kerja yang jelas, sistematis, 
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tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi 

acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus 

dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam 

program secara cepat. 

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu 

kegiatan atau tindakan yang terencana dengan strategi yang sesuai untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap penting 

dari kebijakan. Tahapan inilah yang menentukan apakah kebijakan yang 

diambil pemerintah benar-benar berjalan lancar dan sukses di lapangan. 

direncanak dan apakah mencapai tujuan yang direncanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ketahui bahwa satuan polisi 

pamong praja kabupaten deli Serdang telah melakukan kinerja yang cukup 

efektif tentang peraturan daerah kabupaten deli Serdang nomor 7 tahun 2015 

tentang ketentraman dan ketertiban umum . bahwa kinerja dari Satuan polisi 

pamong praja kabupaten deli Serdang menggunakan beberapa metode untuk 

mengukur kinerja Individu dan tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti melakukan evaluasi regular 

berdasarkan pencapaian target kinerja yang di tetapkan, pemantauan terhadap 

prosedur oprasional standar (SOP), menganalisis laporan kegiatan harian 

bahkan bisa jadi mingguan, dan juga pengukuran Tingkat kepatuhan dan 

kebijakan yang ada .Dan untuk masalah hambatan yaitu seperti kurangnya 

sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat, serta 

adanya keterbatasan dalam penegakan hukum. . Dan ada juga beberapa 
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hambatan yang mungkin kami hadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia 

dan peralatan. Selain itu kami juga melakukan Upaya untuk mengatasi 

beberapa hambatan seperti melakukan atau menghimbau seluruh Masyarakat 

agar tetap tertib lalu lintas dan sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil uraian penelitian pada bab hasil pembahasan 

sebelumnya, makan akan dapat di simpulkan bahwa implementasi peraturan 

daerah kabupaten deli Serdang nomo 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan 

ketertiban umum di kabupaten deli Serdang masih kurang terlealisasikan secara 

optimal sesuai denga napa yang di tetapkan, masih adanya hambatan yang di 

temukan. Hal ini dapat terlihat dari: 

a. Satuan polisi pamong praja menjelaskan bahwa komunikasi efektif 

merupakan elemen kunci dalam Upaya satuan polisi pamong praja 

kabupaten deli Serdang untuk mengubah perilaku pengguna jalan 

yang kurang perduli terhadap perawatan jalan. Namun kesuksesan 

komunikasi ini tergantung pada seberapa efektif pesan pesan tersebut 

di sampaikan dan di terima oleh Masyarakat. Oleh karena itu dari 

pihak satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang perlu terus 

mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasinya sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan Masyarakat setempat, selain itu 

kolaborasi non pemerintahan, dan sektor swasta juga dapat 

meningkatkan dampak dari Upaya komunikasi tersebut untuk saat ini 

komunikasi yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja 

kabupaten deli Serdang yaitu penjelasan tentang mengapa beberapa 
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Perusahaan tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang mungkin di 

akibatkan oleh mereka di karenakan Perusahaan- Perusahaan 

tersebut sudah menyelesaikan persyaratan dalam pembukaan usaha 

sehingga mereka juga mempunyai ha katas jalan tersebut maka dari 

itu dari pihak-pihak Perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas 

kerusakan jalan tersebut di karenakan itu adalah tanggung jawab 

pemerintah. 

b. fasilitas yang di dapat dari departemen atau badan yang bertanggung 

jawab atas perawatan jalan yang di akibatkan oleh pengguna jalan 

yang tidak merawat jalan tersebut, bahwa tidak semua perawatan 

jalan tersebut itu tanggung jawab dari Perusahaan Perusahaan 

sekitar, di karenakan para Perusahaan tersebut juga memiliki hak 

untuk melalui jalan tersebut karena mereka mengira bahwa mereka 

sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk membangun 

suatu perusahan sehingga mereka juga memiliki hak untuk 

menggunakan transportasi mereka di jalan tersebut, namun dalam hal 

ini juga terjadinya penyimpangan terhadap Masyarakat di karenakan 

pihak Masyarakat mengira bahwa tanggung jawab kerusakan jalan 

tersebut yang di akibatkan oleh kendaraan transportasi dari pihak 

Perusahaan adalah tanggung jawab mereka, padahal di sisi lain 

Perusahaan yang sudah memiliki izin juga memiliki ha katas jalan 

tersebut dan untuk tanggung jawab kerusakan jalan tersebut yaitu 

tanggung jawab dari pihak pemerintahan. 
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c. proses implementasi tentang ketentraman dan ketertiban umum di 

Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur 

akan tetapi mungkin masih ada masyarakat atau beberapa diantara 

lainnya menganggap kalau petugas satuan polisi pamong praja 

Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melakukan proses 

implementasi tersebut sesuai dengan prosedur. 

d. satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang telah melakukan 

kinerja yang cukup efektif tentang peraturan daerah kabupaten deli 

Serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban 

umum . bahwa kinerja dari Satuan polisi pamong praja kabupaten 

deli Serdang menggunakan beberapa metode untuk mengukur 

kinerja Individu dan tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

peraturan atau kebijakan yang berlaku, seperti melakukan evaluasi 

regular berdasarkan pencapaian target kinerja yang di tetapkan, 

pemantauan terhadap prosedur oprasional standar (SOP), 

menganalisis laporan kegiatan harian bahkan bisa jadi mingguan, 

dan juga pengukuran Tingkat kepatuhan dan kebijakan yang ada 

.Dan untuk masalah hambatan yaitu seperti kurangnya sumber daya 

manusia, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat, serta adanya 

keterbatasan dalam penegakan hukum. . Dan ada juga beberapa 

hambatan yang mungkin kami hadapi yaitu kurangnya sumber daya 

manusia dan peralatan. Selain itu kami juga melakukan Upaya untuk 
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mengatasi beberapa hambatan seperti melakukan atau menghimbau 

seluruh Masyarakat agar tetap tertib lalu lintas dan sebagainya. 

Namu hal nya berbeda pendapat dengan para Masyarakat di 

karenakan menurut masyarat untuk hal kinerja dari satuan polisi 

pamong praja kabupaten deli Serdang masih kurang efektif. 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, 

maka dari itu penulis memberikan beberapa saran-saran dalam 

implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman 

dan ketertiban umum di kabupaten deli Serdang: 

a. kepada satuan polisi pamong praja kabupaten deli Serdang untuk 

dapat di tingktkan lagi dengan meningkatkan patroli keamanan, 

meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang peraturan 

tersebut melalui sosialisasi, serta meningkatkan penegakan 

hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberhasilan 

implementasi juga memerlukan kerja sama yang erat antara 

satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait lainya dan 

partisipasi aktif Masyarakat dalam menjaga ketertiban. 

b. Kepada Masyarakat di harapkan perlu membaca dan memahami 

isi dari peraturan daerah tersebut, sosialisasi mengenai aturan ini 

bisa di lakukan melalui pertemuan warga, media sosial. Hindari 

kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti 

berlawanan arus, melakukan Tindakan vandalisme. Dan juga jalin 
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kerja sama yang baik dengan apparat penegak hukum dan 

pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan 

tertib. Laporkan setiap pelanggaran peraturan kepada pihak yang 

berwewenang. 

c. Kepada peneliti lainya semoga dapat melakukan penelitian 

dengan lebih spesifik, terkait dengan proses implementasi 

ketentraman dan ketertiban jalan umum yang mungkin selalu 

terjadi masalah,seperi badan atau instansi yang melanggar 

ketentraman dan ketertiban jalan sehingga membuat para 

Masyarakat tidak nyaman dan merasa terganggu. 
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